BABII

AKAD MUSHARAKAH MUTANAQISAHDALAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Akad Musharakah Mutanagisah
1. Pengertian Akad
Para ahli hukum Islam (jumhur ulama’) memberikan definisi akad
sebagai suatu pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’
yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.' Akad berasal dari
kata al-‘agd, jamaknya al-‘uqud, yang menurut bahasa mengandung arti
al-rabt. Adapun al-rabt memiliki arti ikatan atau mengikat.’

Menurut Mustafa Al-Zarqa® yang dikutip oleh Mas’adi,’ yang
dimaksud dengan a/-rabt adalah menghimpun atau mengumpulkan dua
ujung tali dan mengikatkan salah satu pada lainnya hingga keduanya
bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Adapun definisi akad yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan
ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan
kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.*

2. Pengertian Musharakah Mutanagisah

Musharakah mutanagisah dalam literatur figh terdapat beberapa

pendapat. Baik dari pengertian, rukun dan syarat, serta konsep yang

'Wirdyaningsih, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 45.

2Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Arab, Indonesia, Inggris, Cet III, (Jakarta: Mutiara,
1994), 112.

3A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, Cet 1, (Jakarta, Raja Grafindo, 2002), 75.

*Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet III, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.
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mengatur tentang akad musharakah mutanagisah. Akan tetapi, belum
secara khusus dan terperinci. Musharakah mutanagisah merupakan jenis
dari shirkah al-‘Inan, yaitu merupakan penerapan kontrak antara dua
orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan
dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam
keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka.

Musharakah mutanaqgisah diawali dengan akad antara nasabah dengan
bank untuk berkongsi atau berkerjasama dalam investasi berupa
perumahan. Kemudian diikuti dengan akad kedua yaitu fjarah, akad yang
diperlukan karena rumah tersebut disewa oleh nasabah.’

Maka konsep dan aturan yang digunakan adalah merujuk pada aturan
yang ada pada akad musharakah mutanagisah dan ijarah, baik aturan yang
ada dalam hukum Islam, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan
atau aturan yang lainnya yang berkaitan dengan kedua akad tersebut.

Untuk lebih memperjelas arti dari akad musharakah mutanagisah,
maka yang perlu diketahui adalah kata dasarnya. Kata musharakah
mutanagisah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan antara
kata shirkah yang berarti percampuran atau berserikat dengan kata
tanagasa yang berarti semakin lama semakin berkurang atau mengecil,

adapun mutanagisah mempunyai arti mengurangi secara bertahap.

*Mohammad Nadji, dkk, Investasi Syariah Implementasi Konsep Islam dalam Kenyataan
Empiric, (Jogja: Kreasi Wacana, 2009), 426.
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Dengan demikian maka musharakah mutanagisah secara bahasa berarti
percampuran yang semakin lama semakin mengecil.’

Adapun yang dimaksud dengan musharakah mutanagisah menurut
para fiigaha’ antara lain sebagai berikut:
a. Pendapat w/ama’ Ibn Qudamah, yang dimaksud dengan musharakah

mutanagisah adalah:
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Artinya:

“Apabila salah satu dari dua yang bermitra (sharik) membeli porsi
bagian (Aisshah) dari sharik lainnya, maka hukumnya boleh, karena
(sebenarnya) ia membeli milik pihak lain™.”

b. Pendapatu/ama’ Tbn Abidin, yang dimaksud dengan musharakah

mutanaqisah adalah:
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Artinya:

“Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (sharik) dalam
(kepemilikan) suatu banguan menjual porsi (/4issah)-nya kepada pihak
lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan (jika menjual porsinya

tersebut) kepada sharik-nya, maka hukumnya boleh”.®

5Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Arab, Indonesia, Inggris, Cet III, 127.
"Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz V, (Bayrut: Dar Al-Fikr, t.th), 173.
8bn Abidin, Raddul Mukhtar Juz 111, (Bayrut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah,t.th), 365.
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c. Pendapat wlama’ Wahbah Zuhaily, yang dimaksud dengan

musharakah mutanagisah adalah:
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Artinya:

“Mus]za_raka@ mutanagisah ini dibenarkan dalam syariah, karena
sebagaimana /ljarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik bersandar pada janji
dari bank kepada mitra (nasabah)-nyabahwa Bank akan menjual
kepada mitra porsi kepemilikannya dalam shirkah apabila mitra telah
membayar kepada bank harga porsi bank tersebut. Di saat
berlangsung, musharakah mutanagisah tersebut dipandang sebagai
shirkah ‘inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi
ra’sul mal, dan bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk
mengelola kegiatan usaha.Setelah selesai shirkah bank menjual
seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad
penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan
akadshirkah.”

d. Pendapat w/ama’ Kamal Taufiq Muhammad Hathab, yang dimaksud

dengan musharakah mutanaqisah adalah:
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"Wahbah Zuhaily, A/-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasirah, (Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, t.th), 436-
437.
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Artinya:

“Mengingat bahwa sifat (tabiat) musharakah merupakan jenis
jual-beli karena musharakah dianggap sebagai pembelian suatu porsi
(hisshah) secara musha’ (tidak ditentukan batasbatasnya) dari sebuah
pokok maka apabila salah satu mitra (sharik) ingin melepaskan
haknya dari shirkah, maka ia menjual hisshah yang dimilikinya itu,
baik kepada pihak ketiga maupun kepada sharik lainnya yang tetap
melanjutkan musharakah tersebut”."

e. Pendapat w/ama’ Nuruddin Abdul Karim Al-Kawamilah, yang

dimaksud dengan musharakah mutanagisah adalah:
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Artinya:

“Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa musharakah
mutanaqgisah dipandang sebagai salah satu macam pembiayaan
musharakah dengan bentuknya yang umum; hal itu mengingat bahwa
pembiayaan musharakah dengan bentuknya yang umum terdiri atas
beberapa ragam dan macam yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut
“kesinambungan pembiayaan” (istimrariyah al-tamwil), musharakah
terbagi menjadi tiga macam: pembiayaan untuk satu kali transaksi,
pembiayaan musbaraka]] permanen, dan pembaiayaan musharakah
mutanagisal”."

'""Kamal Taufiq Muhammad Hathab, Dirasat Igtisadiyyah Islamiyyah, Jilid 10, Vol. I, (Jurnal,
Muharram 1434), 48.

"“"Nuruddin Abdul Karim Al-Kawamilah, A/-Musharakah Al-Mutanagishah wa Tathbigatuha Al-
Mu’ashirah, (Yordan: Dar al-Nafa’is, 2008), 133.
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2. Dasar Hukum Musharakah Mutanagisah

a. Al-Qur’an

)

2)

QS. Shad ayat 24 yaitu:
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Artinya:

“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan
kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”.
dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta
ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.
(QS.Shad ayat 24).12

QS. Al-Ma’idah ayat 1 yaitu:
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Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya”. (QS. Al-Ma’idah ayat 1)."

Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (tp. 2007), 736.

BIbid., 156.
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b. Hadith Rasulullah SAW
1) Hadith riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW

bersabda:

Artinya:

“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua
orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak
mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah
berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR.Abu Daud, yang
dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).14

2) Hadith riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf, Rasulullah SAW

bersabda:
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Artinya:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang

halal atau menghalalkan yang haram.”"

3. Rukun dan Syarat Musharakah Mutanagisah
Sebagai produk perbank dan produk yang berlandaskan hukum
syariah, musharakah mutanagisah memiliki rukun dan syarat yang harus

dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk

"“Ibn Hajar Al-Asqalaini, Bulughul Maram, Jilid 1), 103.
Ibid., 188.
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sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan,
petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah rukun dan
syarat sama-sama menentukan sah atau tidakanya suatu transaksi.'®
Karena musharakah mutanagisah merupakan suatu perikatan akad, maka
penulis akan memaparkan rukun dan syarat perikatan dalam syariah
Islam.

Ulama’ Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun shirkah, baik dengan
segala bentuknya adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan
perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan) Menurut
jumbhur ulama’, rukun perserikatan itu ada tiga yaitu:

a. Sigat (ijab dan kabul).
b. Kedua orang yang berakad.
c. Objek akad.
Bagiu/ama’ Hanafiyah, orang yang berakad dan objeknya bukan
termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Syarat-syarat umum shirkah
yaitu:17
a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya
salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan
itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak
yang berserikat.

b. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang

berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.

16Wirdyaningsih, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 45.
"Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet 111, 173.
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c. Keuntungan itu diambilkan dari hasil harta perserikatan, bukan dari
harta lain.
4. Ijarah dalam Musharakah Mutanagisah

Jjarah secara bahasa berarti sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan
secara istilah yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan
imbalan jasa.'® Sayyid Sabiq berpendapat bahwasannnya sjarah adalah
suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.'

Dengan demikian pada hakikatnya Jjjarah adalah penjualan manfaat
yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad jarah tidak ada
perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang
menyewakan kepada penyewa.

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis jjarah.*® Pertama adalah jjarah
yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang
memperkerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah
yang dibayarkan disebut wjrah. Kedua adalah ijarah yang berhubungan
dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai
dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya

sewa. Bentuk jjarah ini mirip dengan Jeasing (sewa) pada bisnis

"®Habib Nazir dan Muh. Hasan, Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari’ah, (Bandung: Kaki
Langit, 2004), 246.

Sayyid Sabiq, Tarjamahan Figh Al-Sunnah, Jilid 111, 177.

2 Ascarya, Akad dan Produk Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 99.
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konvensioanal. Pihak yang menyewa (/easee) disebut mustajir, pihak yang
menyewakan (/essor) disebut mu’jir atau muajir dan biaya sewa disebut
ujrah.

Jjarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa
perbankan syariah, sementara 7jarah bentuk kedua dipakai sebagai bentuk
investasi atau pembiayaan di perbankan syariah. Sehingga dapat
dikatakan jjarah yang terdapat dalam akad musharakah mutanagisah yang
menjadi objek akad adalah properti dan benda tak bergerak, seperti
rumabh, kantor, gedung, pelabuhan dan lain sebagainnya.

Dalam fatwa Dewan Sariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-
MUI/IV2000 tanggal 13 April tahun 2000 tentang Pembiayaan Jjarah
ditetapkan rukun dan syarat serta ketentuan teknis mengenai zjarah, yaitu:
a. Rukun dan Syarat Jjarah:

1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua
belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau
dalam bentuk lain.

2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa atau pemberi
jasa dan penyewa atau pengguna jasa.

3) Objek akad Jjarah adalah:

(a) manfaat barang dan sewa; atau

(b) manfaat jasa dan upah.
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b. Ketentuan Objek Jjarah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Objek Jjarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau
jasa.

Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
dalam kontrak.

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syari’ah.

Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi
atauidentifikasi fisik.

Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa
atau upah dalam jjarah.

Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain)
dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
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c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Jjarah:
1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

(a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

(b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.

(c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

(a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai
kontrak.

(b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan
(tidak materil).

(c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian
pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak

bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.



